Mengingat :

i

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 18 TAHITN 2001

TENTANG
PAJAK PARKIR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPALL JEPARA,
bahwa dalam rangka meningkatkan penerimaan Pendapatan Daerah untuk

penyelenggaraan otonomi di Kabupaten Jopara maka
d:pﬂ'!u]-;an interwifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber  Pendapatan

Daeral,

bahwa pajak parkir merupakan kewenangan baru bagi Kabupaten Jepara;
bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut lugof a dan b maka perdu diatur
Pelaksanasn Pajak Parkir dengan Peraturan Daerah .

Undang-undang Nomor 13 tamm 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah |

2. Undang-undang Momor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian

Sengkela Pajak (Lembaran Negara Republik Indomesia Nomor 3684,

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Dacrah dan Retribusi
Daersh (Lembaran Negara Tam 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Megara Nomur 3685) yany lslah divbah derygan Undang-undang Nomor 34
Tabhum 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan
Lembaran MNegara Nomor 4048);

Uindang-undang Momor 19 Tahun 1997 tentang Penngihan pajak dengan
Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 1957 Nomor 42,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Momor 3686) yang telah

diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara
Tahon 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);

Undang-mndang Nomeor 22 tahun 1999 tontang Pomcrintahan Dacrah
(Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran begara
MNomot 3839);

Peratoran Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4138) ;



7. Peraturan Dacrah Kabupaten Dacrah Tingkat I Jepara Nomor 6 tahun 1990
fentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilinglungan Pemerintah Kabupaten
Dacrah Tingkat I Jopara;

8. DPuraturan Dacrah kabupaten Jopara Nomor 12 Tahubn 2000 {ontang
Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok , Fungsi dan Sususnan Organisasi
Peranghat dacrah dan Schretariat DPRD Kabupaten Jepara  { Lembaran
Dacrah Kabupaten Jepara Tabun 2000 Nomor 17 ).

engan Permsatujnan Tewan Porwakilan Rakyat Naerah Kabunaten Jepara

MEMUTUSKAN :
Menetapkan ~ : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TENTANG PATAK
PARKIR,
BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peratran Dagrah mi vang dimaksnd dengan

1. Daerah adalah Dagrah Kabupaten Jepara ;
2. Bupati adalah Bupati Tepara ;

3. Pejabat adalah pegewai vang dibern tuges terientu dibidang perpajakan daerah sesnai
denzan peraturan perundang-undangan yang betlaku,

4. Pajak Parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenpearasn lempat parkic di hnar
badan jalan oleh orang pidbadi atau badan, baik yang discdiakan berkaitan dengan pokok
usaha maupun yanodisediakan sebagai suatan usaha, termasuk  penyediaan Temoat
penitipan kendaraan bermotor dan parasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

5. Penyelenggara Parkir adalah perorangan atan Badan vang menvelenggrmakan waha parkir
univk dan atas namanya sendini aian uniuk dan atas pama pihak lain yang smenjadi
tangmingammya.

6. Surat Pemberitabuan Pajak Daerah yvang selanjuinya disingkat SPTPD adalah Swurat vang
digunakan oleh wajib pajak wntok melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang
terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

7. Surat Sctoran Pajak Dacrah yang selanjuimya disingkat SSFD adalah Surat'yang digonakan

oleh Wajib Pajak untuk melalukan pembayarsn atau penyetoran pajak yeng terutang ke
Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetaplkan oleh Bupati.

8. Surar Ketetapan Pajak Dacrah yang sclanjutnya disingkat SKPD adalsh Surat Keputusan
yang menentukan hesarnva jumiah pajak yang tenmang,

Y. Sural Keletapan Vajak Daerah Kurang Bayar vang sclanjuinya disinghat SKPDKB adalah
Surat Keputmsan vang meneniukan besamnya jumlah pajak yang terwieng jumlah kredit
pajak, jumlah kekuranpan pembavaran pokok pajak besamya sanksi administrasi dan
jumlah vang masih hars dibayar,



10. Surat Ketetapan Pajak Dacrah Kurang Bayar Tambahan yang sclanjuinya disingkat
SKPDEBT adalah Surat Eepuinsan yang mementukan tambahan ataz jumlah pajak vang
telaly ditetapham,

11. Surat Ketctapon Pajak Dacrah Lobih Bavar yang sclanjumya disingkat SKPDLE adalah
urat Ketelapan yang menetukan jumiah kelebian pembayaman pajak Karena jumiah kredit
pajak lebih besar dari pajak vang terutang atan tidak seharuomya teratang,

12. Surat Ketetapan Pajek Dacrszh Nitdl yang sclanjutnya disingkat SKPDN adalsh Surar

Kelelapan yang menclukan jumish pajak yang ferulioyg same besamya dengm boredil pajak
atau pajak fidak tervtanp din Gdak 2da kredit pajak.

13. Sorat Tagthan Pajak Daersh vang selamjutnya dismgkat STPD adalsh Surat untuk
melakukan tagthan pajak dan atou sanksi adminfstras berupa denda.

14. Surat Keputnsan Pembetlan adalah Surat Kepotusan untuk membetulkan kesalahan tulis,
kesalahan bitung dan atau kekelinian dalam penerapan peraturan perundang-undangam

perpajakan daerah yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan
SEPDN atau 5TPD.

15. Surat Porintah Mombayar Eclcbdhan Pajak yang sclanjutinya disigkat STMET adalah
Surat Kepulusan yvang dipergunakan untuk pengembalisn kelebthan pajak.

BAB I
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK
Panai 2
Dengan nama Pajak Parkir dipungut pajak atas sstiap penyelenggaraan parkir.
Pasal 3

Cibyck FPajak adalah pengusahaan empat parkir vane disediaken dengan dipungmt bayaran.
[Pasal 4
(1) Subyek Pajak adalah orang pribadi stau badan yvang memyelengaarakan vsaha tempat parkdr.
(2) Wajib Fajak adalah orang peibadi astou badan vyang diwajibkan unfuk  melakukan
pembayaran pajakll vang ternutamg, termasuk pimgatan atan pemotongan palak tertentu.
DALY IIT

DASAR PENGENAAN DAY TARTE PATAK
Pasal 5

Diasar pengenaan pajak adalah hasil atau penerimaan penyclengparaan parkir vang berasal dari
pembayaran atay yang scharusnya dibayar untuk pemakaian tompat parkir,
Pasal 6

Tarif pajak ditclapken scbesar 15 % (lima belss prosen) dadi hasil ponyclengparaan tempat
parkir.



BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN, WILAYAH PEMUNGUTAN
DAN PERHITUNCGAN PAJAK

Pasal 7
Pemungutan pajak parkar tidak dapat diborongkan.

Pazal 8

(1) Pajak dipungi berdasarkan penetapan Bupati dan dibayar oleh Wajib Pajak.

(2) Wajib Pajak memenuhi kewajiban pajaknya yang dipungut dengan menggunakan SKPD,
atau dokumen lain yang dipersamakem.

(3) Wajib pajak memenubi kewajiban pajaknya dengan mengmmaken SPTPD, SKPDKB din
alau SKPDKBT.

Pasal 9
Pajak vang termtang dipungut diwitavah Dactah.

Pasal 10
Besarnya pajak yang terutang dibitung dengan cara mengalikan tarp pajak  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 dengan hasil bruto penyeienggaran parkir.

BAD V

MASA PATAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG
Pasal 11

(1) Masa pajak adalah jangka wakiu vang lamanya 1 (satu) bulan.
(2} Pajak Terutang adalah pajak yang harns dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam
Tahun Pajak, atay dalam bagian Tahun Pajak.

BAB VI

SURAT PEMBERITAHUAN PATAK DAERAH
DAN TATA CARA FENETAPAN PAJAK

Pasal 12

(1} Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTFD.

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam ayal (1) harus diisi dengan jalan benar dan lengkap
serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.

(3) SFTPD dimaksud dalam ayat (1) harvs disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 15
(lima belas) han setelab berakhinmya masa pajak.

(4) Bentuk, Isi dan Tata Cara pengisian SPTPD difciapkan olch Bupati .

Pasal 13

(1) Bordagarkan SPTPD scbagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Buopati menctapkan Pajak
Terutang dengan menerbitkan SKPD.



{E}ApahHaSICEDubagaﬂumadhuhuddﬂmnaym{l}ﬁdakmuhmgdibwmmmh
lewat waktn paling lama 30 (figa puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenaken sankei
administrasi berupa denda sebesar 2 % (dus persen) sebulan dan ditagih dengan
menerbitkan STPD.

Pasal 14

{1) Wajib Pajak vang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana yang dimaksud dalam Pazal 12
Fienmal i menghi hitungkan  dan ol » liri yang
terutang.

(2) Dalam jangka wakm 3 (lima) tahun sesudah saal lerutanguya pajak, Bupati dapat
menerbithan |
a. SKPDKB;
b. SKPDEBT ;
¢. SKI'DN.

(3) SKPDKB scbagaimana dimaksud dalarm ayat (2) ol & diterbithan :

a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sav keterangan lain pajak yang Lauiang tidak
atan kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi herupa denda sebesar 2 % (dna
persen) scbulan diliitung dan pajak yang kurang atau teilambat dibayar untuk jangka
wshnpalﬁlglmalﬁduapmuhmpm]hmndﬂmmmgujakmmmwapajak.

b, apabila SPTPD fidak mmw_imwmmmmdmm
ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua
mm}sahuhndit&hum_daﬁpn}akymghmngammimhﬂﬂmymmmjmgka
waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

c. apabila kewafiben mengizi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terhutang dibitung secara
jabatan, dan dikcnakan sariksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh
tima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi admindstrasi berupa denda schesar 2 %
(dus persen) sebulm dibitung dari paiab yang kersng slau lerlambal dibayar uniuk
jaqiawaktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dibitung sejak saal tirutangnya
P&

(4) SKPDEBT scbagaimuna dimaksud dulam ayal (2) huul b dilerbitkan apabila dilsmukan
dasta baru atan data vang scmula belum terungkap yang menycbablan penambahan jumish
pajak vang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi barupa kenaikan sebesar 100 %
{seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebul.

(5) SKFDN schagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf ¢ diterbitkan apabila jumlah pajak
vang torutang sama besarnya dongan jumlsh kredit pajak stow pajak tidak torutang dan tidak
ada kredit pajak.

(6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDEB dan SKPDEBT scbagaimana
dimaksud dalam ayat (2) tdak atay tidak scpenuhnya dibayar dalam jangka wakin yang
lﬁlﬂhﬁtmwkamdimgihdcmanmumhiﬂmSTFDdﬂmbahdmgmamkﬂmm
berupa denda 2 % (dua persen) sebulan.

U]Pmunbahmjmﬂahpajakymgﬁnﬂmgmbagﬁmmmdﬁmkmﬂdﬂmayatﬂ}ﬁdak
-ﬁkanakmapabthxﬁhPajlknﬁzpurkanmdiiaebehmdihhlkmﬁndakm
pemeriksaat,



BAB VI
TATA CARA PEMBAY ARAN

Pazal 15

(1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang dinnjuk oleh Bupati
agsual wakim yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SEPDER, SKPDERT dan STPD,

{2) Apabila pembayaran pajuk dilukukun dilempal lain vang ditunjuk, hasil pencrimasn pajak
harus diretor ke Kas Thaerah selambatdambatmyva 1 x 24 jam atan dalam waktu vang
ditentukan oleh Dupati.

(3) Pembayaran pajak schagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan avat (2) dilakukan dengan
menggunakan SSPD.

Paszal 16

{1) Pembayaran pajak harus dilabukan sekalipus atau hunas,

{2) Bupati dapat memberikan persetuiuan kepada Wajib Paak wmtnk mengangsur pajak
terutang dalam kurun wakiu tortcotu, sciclah memenuhi persyaratan vang ditcntukan

{3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat {(2) harus dilakukan secara
teratur dan bertorut-turot dengan dikenakan bunga schesar 2 %4 (duz pemen) scbulan dard
jurnlah pajak yang belum atau kurang bavar.

{4) Bupati da;[:lat memberikan pereetgnan kepada Wagib Pajak untuk menunda pembayaran
pajak samps bales wakiu yang dilenlukan selelah memenohi persysralon yang dilenlukan
dengan dikenakan hunga 2 % (dua persen) sebolan dan jumizh pajak yang helum atan
karang dibayat,

{5) Persyaratan umuk dapat mengangssuwr dan menunds pembayaran serfa Tata Cara
pembayaran mgsuran dan penumdam sebagnimana dimakeud dalam avat (23 dan ayat (43
ditetapkan oleh Bupati,

Pasal 17

(1) Setiap pembayaran pajak scbagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diberikan tanda buldi
(2) Bentuk, Jopis, Isi Ulaman bulu peoncrimaan dan tanda buldi pombavaran pajak
schagaimana dimaksud dalam ayat (1} ditetapkan oleh Bupati .

BAB VIO

TATA CARA PENAGTHAN PATAK
Fasal 18

(1) Surat teguran atay Swal Peringatan atau sural lain yang sejemis sebagal awal tindakan
pelaksanaan penapthan pajak dikeluarkan 7 (juh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.,

(2) Dalam jangka wakiu 7 (fujub} hati setelah tangpal Surat Teguran atan Surat Peringatan atau
auraf lain yane sgjenie, Wanih Paiak harne mehmasi pajak, yang tendang,

(3) Surat Teguran, Surat Pevingatan atan surat lain vang sejenis sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1} dikelnarkan oleh Pejabat,



Pagal 15

(1) Apabila jumlah pajak yang masih lares dibavar ddak dilunasi dalam jangka waktu
sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran ataw Surat Peringatan atau mrat lain yang
scjenis, jumlzh pajsl yvang harmus dibayar ditapih dengan Sorat Paksa,

{2) Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satn) hari sajak tanppal
Surat Teguran dan Sorat Peringatan atan surat lain yang sejenis disampaikan.

Pasal 20
Apabila prajak vanmg harus dibayar tidak ditmasi dalam jangha waktn 7 % 24 jam assudah
tangpal pemberitahuzan Surat Paksz, Pejabat repera menerbition Surat Perintah Melaksanakan
Pazal 21

Setclah dillakukan pomyitaan dan Wafib Pajak belum juga melunasi utang pajaknya, sciclah
lewat 10 (sepulvh) had scink tangoal pelaksanaan Surat Perintoh Melakeanakan Pemyitaan,
Pejabat mengajukan penmantaan penetapan tangea] pelalangan kepada Kantor Lelang Megara,

Pasal 22

Setelah Kantor Telang Megara menefaphkan bari, toggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang,
Juru Sita membertitahukon dengan seoers eecart tertnlis kepada Wagib Pajal,

Pasal 23
Bentuk, Jenis dan lsi forpmlir yang dipermmakan ontuk polaksanean penagihan Pajak Daerah
ditctapkan olch Bupat .

BAB IX

TATA CARA IMENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 24

(1) Bupati bordasarkan permobonan Wagib Pajak dapat memberikan pengurangan, keninganan
dan pembechazan pajak.

{2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pombebasan pajak  scbagaiicans
dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupan |

BAB X

TATA CARA PEMBETULAN, FEMBATALAN,
PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU
PENGURANGAN SANESI ADMINISTRASI

Pagal 25

(1) Bupati karcna jabatan atan atas permohonan Wajib Pajak dapat :
a. membetilkan SKPD atm SKPDEB atmu SKPDEBT ataw STPD vyang dalam
penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hihmg, dan atau kekeliruan dalam

pencrapan peranrran perundang-undangsn perpajakan dacrah ;



b. mecmbatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar

¢ mengwrangkan atau menghapuskan eanksi administrasi berupa denda dan kenaikan
pajak yang terutang dalam lial sankel terscbut dikenakan karsna kekhiafan Wajib Pajak
atau bukan kKarena kesalahannya.

{2} Permohonan  pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau
pengurangan  sanksi  administrasi atas  SKPD, SKPDKE, SKPDERT dan STPD
scbagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan secara terulis oléh Wajib Pajak kepada
Bupali, atau Pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD,
SKPDEB, SKPDKET alau STPD dengan memberifan alusan yang jolas,

(3) Dupati atau Pgjabat paling lama 3 (tga) bulan scjak surat permohonan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) diterima, sudah hapus memberikan keputusan,

(4) Apabila setelab lewai wakiu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Bupati
atay Pejabat fidak memberikon  kepumusan, permohonan  pembemlan, pembatalan,
pengurangan kelelapsn dan penghapusan atzu pengurangan sanksi administasi dianggap
dikabulkan.

BAB X1

TATA CARA PENGATUAN KEBERATAN DAN BANDING

Pazal 26

{1} Wapb Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat atas suatu
4 SEPD;

b, SKPIKR ;

¢. SKPDENT:

d SKPDLE ;

g. SEPDN,

{2} Permohonan keberatan sehagaimana dimaksud dalam ayvat (1) hams disampaikan secara
tertulis dulam Bahasa Indoncsia paling lama 3 (tiga) bulan scjak tangpal SKPD, SKPDEB,
SKPDEBT, SKPDLB dan SKPI¥N diterima oleh Wajib Paiak, kecuali apahila Wajib Pajak
dapat menunjukkan balwa jangka wakto itm tidak dipenubi karena keadaan diluar
kekuagaanmnya.

{3} Bupai atan Pejabat dalam jangka waki paling Luna 12 {dua belas) bulan sejak tanggal

sarat permohonan keberatan scbagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterima, sudah harus,
memberikan keputusan,

(4) Apabila sctclah lewat wakiu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayst (3)
Bupati atan Pejabat tidak memberikan keputusan, maka permohonan keberatan dianggap
dikabulkan,

(5) Pengajuan kcberatan sebagaimana dimaksud dalam avat (1) tidak menunda kKewajiban
membayar pajak.

Paual 27

{1) Wajib Pajak dapal mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam
3 (tiga) bulan setelah diterfmanya keputusan keberatan.

(2) Pengajuan banding schagaimana dimaksisd dalam ayar (1) tidak mepuenda kewajiban
membayar pajak.



Pasal 28

Apahila penpajuan keberatan sehagaimana dimaksud dalam Pasal 26 mengajukan handing
sebagainiana dimaksud dalam Pasal 27 dikebulkan sebagian atan schwuhnya, kelebihan
pembayaran pajak dikembalikan dengan menambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen)
gebulan ontuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XTI

TATA CARA PENGEMBAITAN KELERIHAN PEMBAYARAN PATAK

Pagal 2%

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permchonan pengembalian kelebiban pemabayaran pajak
kepada Bupati atau Peiabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
a. Mama dan alamat Wajib Pajak ;
b. Masa Pajak ;
c. Besarnya kelebthan pembayaran pajak ;
d.  Alasan yang jelas,

{2y Bupati  atau Pejabat dalam jangka wakm pating lama 12 (dua beias) bulm sejak
diterimanya pemuolionan  pengembalion  kelebilban  pembayaran  pajak  sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) hars memberikan keputusan,

(3) Apzbila jangka waktu schopaimans dimaksnd dalam ayat (2) dilampaui, Bupati atau
Pojabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
pajak disnggap diksbulkan dan SKPDLB harus diterbitkan delam waktn paling lama 1
{sat) bulan.

(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai wtang pajak, kelsbihan pembayaran pajak sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahuhe wang
pajak.

(5) Pengembatian kelebihan pembayaran pajnk dilalmkan dalam wakte paling lmma 2 {dua)
bulan sejak diterbitkannya SKPDLE dengan mencrbitkan SPMVEKE.

{6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat wakiu 2 (dus)
bulan scjak diterbitkannya SKPDLB, Bupai atau Pejabat memberkan imbalan bunga
sehesar 2 % (dua persen) rebulan atas keterfambatan pembayaran kelchihan pajak.

Pasal 30
kelebihan pembayaran pajak  diperhitungkan dengan wlang pajak, scbagaimana

dimaksud dalam Pasal 25 ayai (4) , pembayarannya dilakukan dengan cara memindah bulukan
dan bukti pemindah bakuan juga berfaky sebagai bukl pembayaran,

BAB XTI

KADALUWARSA
Pasal 31

{1) Hak unmk melakukan penagihan pajak, kedalowarsa sctelah melampaui jangka walau 5
{tima) tahun terhitung sejak saat tertangnva pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan
tindak pidana di bidang perpajakan Dagrah.



(2) Kadahrwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertangauh apabila !
a. diterbitkan Surat Teguran dan Suvrat Paksa atam

b. ada penpakuan wtang pajak dari Wajib Pajak baik langsung manpun tidak lanesung,

BAaB X1V
EETENTIIAN PIDANA
Pagal 32

(1) Wajib Pajak yang karena kealpasnnya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan
blak benar atau tidak jengkap ataw melampirkan keterangan vang tidak benar schingga
merugikan kevangan Daersh dapat dipidana dengan pidana kurmgan pating lama 1 (satu)
tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak vang terutang

(2} Wajib Pajak yang denpan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak
benar atan fidak lengkap atam melampirkan keterangan vang fidak benar schinpea
merugikan kenangan Diaerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua)
tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali fumlah pajak yang terutang.

(3) Tmdak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan (2) tidak ditustut
setelah melampawi jangka waktu 10 (sepuluh) tabun sejak saat terutangmya pajak atau
berakhimya masz pajak atan berakhirnya tahun pajakc

BAB XV
PENYIDIR Al

Pasal 33

{1) Pejabat Pepawai MNegeti Sipil tertentu & linglamgan Pemerintah Dasral diberi wewenang
khusus scbagai Pemyidik untuk melalokan pemyidikan tindak pidana dibidang perpajakan
Dracrah;

{2) Wewenang penyidik sehagaimans dimaksud dalam ayat (1) adalah
3 menerima, mencar  dan mengumpulkan, dan meneliti keterangan atan  laporan

berkenaan dengan findak pudane & bidang perpajakan Daerah agar keterangan atan
Iaporan tersebut menjadi lzugkap dan felas;

h. menelifi, mencari dan mengumpulican ketersmpan mengenai ovang pribadi atou badan
teptang kebenaran perbpatan yang dilakukan schubungan dengan tindak pidana
perpajakan Dacrah tersebut;

G. merminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atauw badan schubungmn dengan
tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;

d. memerikra hulm-boky, catatan-catatan dan dolomen-dokumen Iain berkenaan dengan
titdak pidins dibidang perpajakan Dagvali;

c. mclakukan pengpeledahan untuk mendapathon bahan bukti pembukcan, pencatatan, dan
dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan buldi tersebur;

f. meminta banman tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana
i bidang perpajakan Dacrah;



g menyurnh berhenti melarang scscorang meninggalkan mangan atau tempat pada saat
pemeriksaan sedang berlanpumg dan memerikea identitas orang dam atan dokvmen
vang dibawa schagaimana veng dimaksud pada huraf e tersebut diatas |

h. mcmotret scecorang yang berkaitan dongan tindak pidana perpajakan Dacrah;

i memanggil orang unmk didengar keteranganmya dan diperiksa sebagai tersangka atau
saksi,

j-  menghentilen penyidikan;

k. melakukan tindakan lain yang perln uniuk kelancaran penyidikan tindak pidana di
bidang perpajakan Dastah menurut hulumn yang dapat dipertanggungjawabkan.

{3) Penvidik schagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan
dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketcntuan
yang diatur dalam Undang-undang Nomor & Tahun 1981 tentang Hulam Acara Pidana,

BAB XV1
EETENTUAN PENLTUY
Pasal 34

Hal-hal vang belum distur dalam Peraluman Daerab ind sepanjang menmgena pelaksanaanmya
akan diatur Ichib lanjut oleh Bupati .

Pasal 35
Agar supaya setiap orang dapat mengelahwinya, memeriniahkan pengundangan Peraturan
Dacrah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah,

Ditctapkan di Jepara
pasda tanggal 20 Mopember 2001

BUPATI JEPARA

SOENARTO

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 20 Nopember 2001

KRETARIS RAH

Drs. HENDRO MARTORO
Pembina tama Muda

NIP 010072015
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUT'ATEN JEPARA
NOMOL 18 TAHLMN 2001

TENTANG
PAJAK PARKIR

L PENICLASAN UMUM.

Dengan berlakunys Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan
Alas Undang-undang MNowmor 18 Talwm 1997 tentang Pajak Dacrah dan Retribusi Daerah,
memberkan kewenangan kepada Daerah untuk menoator dan memungut Pajak  Parkir,
Pajak tersebut diharapkan akan mampu memberikan sumbangan yang cukup besar dalam
rangka mendukung pelaksanaan otonoti Dacrah serta dapat mengperakkan peranserta
magyarakat dalam membiavai pembangunan Daeraly

Pajak ?a:ﬁryang mcnjadi n_by:kpm_gmaln[)mmh akmdapatmm;mupan
pengusaha parkir yang memmungut biaya parkir di teropat usahanva, pengusaha titipan
Scpeda Motor mangim mobil serta prmewaan garasi sshagai jaea vang diberiloan,

Untuk mengater dan melsksanakan  pungutan Pajak Parkir, perfo diater dengan
Peralursn Daerah,

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.
Pasal 1 s5/d 2 1 cukup jelas

Pasal 3 1 yang termasuk obvek pajak parkir adalsh pelayanan parkir
yang diselengoarakan oleh pihak swasta, fitipan sepeda
mnaboi/mennl dany peiyswaan garasi yang dipungut bayaran.

I*asal 4 &/'d 6 :  cukup jclas

Fasal 7 : yang dunaksud dengan tidak dapat diborongkan adalab
bahwa sehuruh proses kegiatan pemumgutan pajak fidak dapat
discrahkan kepada pihak ketiga namun dimungkinkan
adanya kegusuma dengan pihab kelign delam rungka proscs
pemungutan  pajak, antara lain  pencetakan  formukic
pefpajakan, pengiriman sorat-sugat kepada wajlb pajak atau
petwhimpunan data cbyck pajak dan sobyek pajak.

Fegiatan yang tidak dapat dikegosimnakim demgan pihak
ketiga adalah kegiatan penghitungan besarmya pajak vang
leTutang, pengawasan penyeleran pajak dan penagihan pajak,

Pasal 8 8/d 16 ayat (2} ©  cubup jelas

Pasal 16 ayat (3) : Pajak yang tenutang dibitung secara jabatan vaitu bahwa
bosarnys  pungutat pajak yang  wajib  pajakmya  tidak
memenithd  kewanban (enlang prossdur  pengieian S 1FD
dibitang accara sepihak oleh pejabat yvang berwenang,

Pasal 16 ayat () /d 35 : cukup jelas.



